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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 38 TAHUN 1981
TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LUBUK LINGGAU

N

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

bahwa berhubung dengan terdapatnya perkembangan dan kemgjuan pada
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan pada umumnya dan
Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau pada khususnya, dipandang perlu untuk
mengatur penyelenggaraan pemeintahan secara khusus guna menjamin
terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemguan dimaksud sesuai
dengan aspiras masyarakat di Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau;

bahwa perkembangan dan kemagjuan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau
tdah menunjukkan dri dan gfa penghidupan penydenggaraan pemerintahan
secarakhusus,

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah, pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau perlu ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetgpan Peraturan
Pemerinteh Pengganti  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Sdatan dan Undang-undang Darurat
Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan L embaran Negara Nomor 1814);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il termasuk Kotaprga ddam lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Sdaan sehaga Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
ADMINISTRATIFLUBUK LINGGAU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tanbahan Lembaran Negara
Nomor 3037);
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b. Wilayah Administratif adalah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

C. Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau adalah wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan Nomor Pd/108/1969 tanggd 16 Mda 1969 tentang
Pemecahan Keas senan K ota L ubuk Linggau.

BAB Il
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2
Tujuan pembentukan Kota Adminigratif Lubuk Linggau adaah untuk
meningkatkan kegiatan penyel enggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan
berdaya-guna dan merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan
unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan lgu pembangunan.

BAB IlI
KEDUDUKAN, FUNGS, LUASDAN PEMBAGIAN WILAY AH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota Administratif Lubuk Linggau bertanggungjawab
kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Mus Rawas.

(2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat || Mus Rawas tetgp berkedudukan di
KotaAdminigratif Lubuk Linggau.

(3) Ddam rangka memperlgju pengembangan wilayah Kota Administratif Lubuk
Linggau, maka gpabila dianggap perlu Gubernur Kepada Dagrah Tingkat |
Sumatera Sdaan dapat menydenggarakan pembinaan secara langsung
terhadap Kota Administratif Lubuk Linggau.

Pasal 4

Pemerintah Kota Adminigratif Lubuk Linggau menydenggarakan fungsfungs

sebaga berikut :

a. meningkatkan dan menyesuaikan penydenggaraan pemerintahan dengan
perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosid, dan budaya perkotaan,

b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial
ekonomi sertapisk perkotaan;

C. mendukung dan merangsang secara timba bdik perkembangan wilayah
Proping Daerah Tingkat | Sumatera Sdatan pada umumnya dan wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Mus Rawas pada khususnya

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau meliputi sebagian Wilayah

Kecamatan Lubuk Linggau, yang terdiri dari :
Kampung Pasar;
Kampung Talang Bandung Kanan;
Kampung Talang Bandung Kiri;
Kampung Talang Bandung Ujung;
Kampung Talang Muara Enim;
Kampung Sukajadi;
Kampung Lubuk Aman;
Kampung Lubuk Tanjung;
. Kampung Sidorejo;
10. Kampung Lubuk Linggau Ulu;
11. Kampung Lubuk Linggau Ilir;
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